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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan
pada bab-bab terdahulu, berikut disgjikan kesimpulan yang merupakan
jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagal berikut:

1. Pasa 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik
Indonesia Nomor M.09.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan K eputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
menyebutkan bahwa Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana
yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin
yang dicatat dalam buku register F yang merupakan catatan kelakuan
masing-masing narapidana selama kurun waktu yang diperhitungkan
untuk pemberian remisi. Kurun waktu yang digunakan di sini biasanya
dadam 1 (satu) tahun berjalan. Adapun pemberian remisi kepada
narapidana korups didasarkan pada kelakuan baik yaitu tidak ada
pelanggaran sama sekali baik pelanggaran ringan, sedang maupun berat
yang dicatat dalam buku register F. Jadi dengan demikian ukuran kelakuan
baik yang merupakan syarat untuk memperoleh remisi bagi narapidana
korupsi adalah mentaati seluruh peraturan yang berlaku (disiplin dan tata
tertib) dan tidak melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan, sedang

maupun pelanggaran berat.

90



91

2. Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Yogyakarta
diperoleh keterangan bahwa hingga bulan Agustus 2012 baru terdapat 1
(satu) orang narapidana tindak pidana korupsi yang memperoleh remisi
pengurangan pidana selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2011 dengan rincian
untuk remisi umum selama 2 (dua) bulan dan remisi khusus selama 1
(satu) bulan. Remisi umum diberikan kepada yang bersangkutan bersama-
sama dengan narapidana untuk tindak pidana lain yang diberikan pada
tanggal 17 Agustus 2011, sedangkan remisi khusus diberikan kepada yang
bersangkutan karena sebagai narapidana tindak pidana korupsi
memperoleh remisi selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan hasil penelitian di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Yogyakarta diperoleh keterangan
bahwa setelah berlakunya moratorium pengetatan pemberian remisi bagi
narapidana korupsi, dilaksanakan dengan lebih memperketat persyaratan
untuk memperolah remisi bagi narapidana dan untuk narapidana yang
melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib tidak berhak memperoleh

remisi.

B. Saran
1. Sebaga upaya pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi
hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Y ogyakarta memberikan
perhatian khusus dan pembinaan yang lebih intensif dikarenakan latar
belakang pendidikan para narapidana tersebut sebagian besar adalah
berpendidikan sarjana (S1) dan hanya 5 (lima) orang yang berpendidikan

SLTA. Penilaian kelakuan balk bagi narapidana korupsi hendaknya
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diperketat sehingga penerima remisi adalah benar-benar narapidana yang
berkelakuan baik.

. Guna memenuhi hak asasi bagi narapidana tindak pidana korupsi
hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Y ogyakarta memberikan
pembinaan yang lebih intensif dan menegakkan peraturan tata tertib bagi
narapidana dengan harapan agar para narapidana tindak pidana korupsi
dapat memenuhi syarat untuk memperoleh remisi atau pengurangan
terhadap pidana yang harus dijalaninya. Di samping itu hendaknya
diperjelas tentang ukuran kelakuan baik, khususnya bagi narapidana
korupsi sehingga akan lebih jelas narapidana yang benar-benar berhak

memperoleh remisi.
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